[image: image1.emf] 
 MODUL 1 

HUKUM  ADMINISTRASI  NEGARA
(HKM ) 

MATERI  I: 

PENDAHULUAN

Disusun Oleh 

Henry Arianto, SH, MH

UNIVERSITAS ESA UNGGUL 

2013

A. Pengantar 
Bab Pertama ini mengajak mahasiswa untuk dapat mengenal dasar-dasar administrasi negara dan aturan-aturan yang melekat di dalam pelaksanaan administrasi negara tersebut.
Tujuan mata ajaran ini pada akhirnya adalah ingin membuat agar mahasiswa dapat memiliki kemampuan berfikir secara kritis terhadap pelaksanaan administrasi negara yang tidak sesuai dengan aturan atau hukum yang ada, dalam hal ini adalah Hukum Administrasi Negara.
B. Kompetensi Dasar 
1. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari Hukum Administrasi Negara  
2. Mahasiswa mampu mengetahui perbedaan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Positip Indonesia. 
C. Kemampuan Akhir Yang Diharapkan 
1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep  dasar Hukum Administrasi Negara
2. Mahasiswa mampu mencari perbedaan antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Positip lainnya.
D. Kegiatan Pembelajaran 
1. Pembelajaran diselenggarakan untuk memahami materi 1 dengan pendekatan contextual Instruction  

2. Untuk materi 1 mahasiswa mempelajari penjelasan materi mengenai konsep dasar Hukum Administrasi Negara selama 90 menit. 

3. Selanjutnya selama 60 menit, mahasiswa di ajak diskusi dan tanya jawab.

E. Materi Belajar
Bila kita mendengar kata administrasi, maka yang terlintas di benak kita adalah urusan tata usaha. Administrasi sendiri berasal dari bahasa latin “administrative.” Dengan demikian pengertian dari Administrasi Negara dapat berarti, “Kerjasama dalam lingkungan pemerintahan antara lembaga satu dengan lainnya, berkaitan dengan pelaksanaan urusan adminitrasi atau tata usaha negara. Yang meliputi cabang pemerintahan eksekutif, legislatif & yudisial.” Administrasi negara juga sangat berkaitan erat dengan berbagai kelompok swasta dan perorangan dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat.
Bila kita melihat penggunaan istilah adminitrasi negara, maka hanya di Indonesia saja yang menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara, sedangkan di beberapa negara kata “Negara” tidak dimunculkan. Contohnya di:
Inggris menggunakan istilah Administrative Law
Belanda menggunakan istilah Administrative Recht
Perancis menggunakan istilah Droit Administrative.

Jerman menggunakan istilah Verwaltungsrecht.
Dari istilah asing tersebut, tidak tampak atribusi negara / sejenisnya. Istilah administrasi dalam bahasa asing sudah mengandung konotasi negara. Janggal dalam bahasa Inggris bila menjadi Public Administrative Law. Janggal dalam bahasa Belanda bila menjadi Public of Staats Administrativerecht.
HAN adalah hukum mengenai pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan fungsinya sebagai administrator negara. Tugas-tugas pemerintah adalah tugas-tugas negara yang dilimpahkan atau dibebankan kepada pemerintah   
Definisi HAN berdasar para pakar (Doktrin HAN)

De la Bassecour Coan mendefinisikan HAN sebagai berikut:

HAN adalah himpunan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi sebab negara berfungsi mengatur hubungan-hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya.

· 1. HAN menjadi sebab negara beraksi

· 2. HAN mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah.

Obyek HAN adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. (J.M. Baron Gerando)

HTN adalah negara dalam keadaan diam (Staats in rust), HAN adalah negara dalam keadaan bergerak (staats in beweging)

(J. Oppenheim)

HAN meliputi peraturan khusus (yang disamping hukum perdata positif yang berlaku umum), mengatur cara-cara organisasi negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat (R. Kranenburg dan J.H.A Logemann)

HAN adalah hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi negara. (E. Utrecht)

Menurut van Wijk – Koninjnenbelt, HAN merupakan instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara aktif terlibat di dalam masyarakat, dan pada sisi lain, HAN merupakan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan memberikan perlindungan terhadap negara.

Menurut Prajudi HAN adalah hukum mengenai administrasi negara, dimana administrasi negara tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sebagai aparatur negara / aparatur pemerintahan / institusi kenegaraan.

Meliputi organ yang berada di bawah pemerintahan, mulai dari Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, dll, singkatnya semua organ yang menjalankan Administrasi Negara.

2. Sebagai aktivitas.

Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan urusan kepentingan negara.

3. Sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang.

Meliputi segala tindakan aparatur negara dalam menyelenggarakan undang-undang.

Menurut G. Pringgodigdo, HAN terdiri dari tiga unsur:

1. HTP, hukum eksekutif atau tata pelaksana UU.

2. HAN dalam arti sempit, yakni hukum tata pengurusan rumah tangga negara.

3. HTUN, yakni mengenai surat menyurat rahasia dinas, dokumentasi dan pengarsipan.

HAN meliputi: 

· mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur & mengendalikan masyarakat.

· mengatur cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan & pengendalian tsb.

· perlindungan hukum

· menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik.

HAN lahir sebagai reaksi daripada terjadinya polemik mengenai tindakan melawan hukum ketika negaralah yang melakukan tindakan melawan hukum tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fungsi HAN adalah:

1. Melindungi warga negara dari setiap tindak administrasi negara

2. Melindungi administrasi negara itu sendiri

3. Memberi arahan dalam menjalankan tugasnya.

HAN tidak mungkin dikodifikasi karena HAN tidak mempunyai Kitab yang dapat dijadikan acuan seperti bidang pidana (KUHP/KUHAP) maupun bidang perdata (KUH Perdata / KUHAPER). Selain itu HAN sulit untuk dikodifikasi karena cakupannya yang luas.

Lapangan Hk. HAN adl 

HAN Khusus seperti: Peraturan-peraturan hukum yg berhubungan dg bidang ttt dari kebijaksanaan penguasa contoh IMB, RTRW.

HAN Umum adl Peraturan-peraturan hukum yg tdk terikat pd suatu bid ttt contoh: asas-asas umum pemerintahan yg baik & PTUN.

Prof. Mr. Cornelis van Vollenhoven tahun 1919 menulis buku “Thorbecke en het Administratiefrecht” , di dalam buku itu dia mengatakan:

Badan-badan pemerintah tanpa peraturan-peraturan Hukum Tata Negara dapat diibaratkan sebagai seekor burung yang lumpuh sayapnya, oleh karena badan-badan itu tidak mempunyai wewenang atau pun wewenangnya tidak pasti. Sedangkan organ-organ atau pejabat-pejabat tanpa peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara adalah seperti seekor burung yang sayapnya terbang bebas karena organ-organ tersebut dapat melakukan wewenangnya seenaknya saja.”

Menurut van Vollenhoven, HAN dibagi menjadi:

1. Hukum Peraturan Perundang-undangan (regelaarsrecht)

2. Hukum Tata Pemerintahan (bestuursrecht).

3. Hukum Acara Peradilan (justitiesrecht).

1) Peradilan Ketatanegaraan (staatsrechtlijke rechtspleging)

2) Peradilan Perdata (privatrechtlijke rechtspleging)

3) Peradilan Pidana (straaftrechtlijke rechtspleging)

4) Peradilan Administrasi (administratiefrechtlijke rechtspleging)

4. Hukum Kepolisian (politierecht).

F. Evaluasi Belajar 
1. Latihan 
a. Soal 
Jawablah latihan soal di bawah ini 

1. Apakah bedanya  Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara.
2. Sebutkan dan jelaskan bedanya  antara Lapangan HAN khusus dan Lapangan HAN Umum.
b. Kunci jawaban 
Jawablah latihan di atas dengan singkat dan jelas kemudian cocokkan jawaban anda dengan rangkuman materi.
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